BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal
72 ayat (1) huruf b, perlu pembagian dan
penetapan dana desa;

bahwa dalam rangka pembagian dan penetapan
dana desa di Kabupaten Mamuju Utara, perlu
menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Dana Desa se-Kabupaten Mamuju Utara Tahun
Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-
Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004
tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
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4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2015)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S5 tahun
2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa
Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;

c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan,
dana otonomo daerah dan dana transfer lainnya.

e. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disutujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

f. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara
pada bank sentral.

g. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

i. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;

j- Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa;

k. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun;



1. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun;

m. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat.

n. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan permusyawaratan Desa.

o. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA,
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selam satu periode anggaran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN,
PRINSIP DAN PENGELOLAAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa se-Kabupaten Mamuju Utara Tahun
Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a.

w = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)
Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total
penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang
bersangkutan

b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pasal 4



Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan
oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap [ dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan:

a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam
APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat, sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang meliputi:

Pemenuhan kebutuhan dasar;

Pembangunan sarana dan prasarana Desa;

Pengembangan potensi ekonomi lokal;

Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;

Mendukung kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes atau kelompok

usaha masyarakat lainnya;

g. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat
Desa;

h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

i. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan Desa dan hutan

kemasyarakatan.

Moo o

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.



Pasal 8

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan
oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan
bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan
menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan
laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada
Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Semester | paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran
berjalan;

b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak
menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester
sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya
APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan
penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari
Dana Desa yang diterima Desa.

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan
c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju
Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 2015
BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 8 April 2015

BUPATI MAMUJU UTARA
TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 8 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd
H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Ham,

H. ANDI IQBAL, S. STP., M. Si
PANGKAT : PEMBINA/IV.a
NIP : 19780515 199810 1 001




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : TAHUN 2015
TAHUN : 2015
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN MAMUJU
UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA DESA SE-KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015

NO. DESA RINCIAN DANA DESA
1 2 3
KECAMATAN SARUDU

1. | SARUDU Rp. 317.794.655.-
2. | BULUMARIO Rp. 282.694.300.-
3. | KUMASARI Rp. 280.222.139.-
4. | PATIKA Rp. 276.897.779.-
5. | DODA Rp. 287.065.245.-

KECAMATAN DAPURANG

6. | DAPURANG Rp. 302.003.123.-
7. | BENGGAULU Rp. 300.959.417.-
8. | TIRTABUANA Rp. 271.810.957.-
9. | BULU BONGGU Rp. 296.599.117.-
10. | SARASA Rp. 293.095.095.-
KECAMATAN DURIPOKU
11. | TAMARUNANG Rp. 276.751.714.-
12. | SAPTANAJAYA Rp. 273.841.416.-
13. | TARANGGI Rp. 278.982.035.-
14. | SIPAKAINGA Rp. 276.098.593.-
KECAMATAN BARAS
15. | MOTU Rp. 286.245.927.-
16. | BALANTI Rp. 285.339.005.-
17. | BULU PARIGI Rp. 305.091.698.-

18. | TOWONI Rp. 276.914.748.-




19. [ KASANO Rp. 292.918.006.-
KECAMATAN BULUTABA
20. | LILIMORI Rp. 285.943.436.-
21. | KARAVE Rp. 279.143.736.-
22. | KASTABUANA Rp. 280.840.735.-
23. | SUMBER SARI Rp. 269.271.034.-
24. | LELEJAE Rp. 275.628.438.-
25. | OMPI Rp. 282.890.263.-
26. | BUKIT HARAPAN Rp. 292.183.857.-
KECAMATAN LARIANG
27. | PARABU Rp. 272.138.259.-
28. | KENANGAN Rp. 273.637.324.-
29. | BAJAWALI Rp. 273.172.079.-
30. | SINGGANI Rp. 282.292.842.-
31. | KULU Rp. 281.430.791.-
32. | BATU MATORU Rp. 278.742.571.-
33. | BAMBAKORO Rp. 292.371.453.-
KECAMATAN PASANGKAYU
34. | PAKAVA Rp.  299.666.074.-
35. | KARYA BERSAMA Rp.  291.252.640.-
36. | AKO Rp. 284.761.180.-
37. | GUNUNG SARI Rp. 291.383.390.-
KECAMATAN PEDONGGA
38. | MALEI Rp. 275.279.435.-
39. | MARTASARI Rp.  299.288.137.-
40. | PEDANDA Rp.  273.999.964.-
41. | BATU OGE Rp. 280.278.430.-
KECAMATAN TIKKE RAYA
42. | TIKKE Rp. 291.141.316.-
43. | LARIANG Rp. 304.215.636.-
44. | MAKMUR JAYA Rp.  291.134.340.-




45. | JENGENG RAYA Rp. 287.822.663.-
46. | PAJALELE Rp. 288.730.612.-
KECAMATAN BAMBALAMOTU
47. | POLEWALI Rp. 303.111.537.-
48. | RANDOMAYANG Rp. 309.315.762.-
49. | PANGIANG Rp. 304.154.120.-
50. | KALOLA Rp. 338.928.384.-
51. | WULAI Rp. 307.348.609.-
KECAMATAN BAMBAIRA
52. | KASOLOANG Rp. 285.484.993.-
53. | BAMBAIRA Rp. 286.217.802.-
54. | KALUKU NANGKA Rp. 295.523.811.-
55. | TAMPAURE Rp. 301.491.130.-
KECAMATAN SARJO
56. | SARJO Rp. 278.297.509.-
57. | SARUDE Rp. 281.282.494.-
58. | MAPONU Rp. 279.133.579.-
59. | LETAWA Rp. 295.781.664.-

JUMLAH TOTAL

Rp. 17.006.037.000.-

BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA




